
 

 
 

 
 

BAB II 
 

TINJAUAN PUSTAKA TENTANG HUKUM PERDATA, TANGGUNG 

JAWAB PERDATA, DAN KOPERASI 

A. Perihal Tentang Hukum Perdata 
 

1. Pengertian Hukum Perdata 
 

Ali Afandi, menyatakan bahwa :24 
 

“Istilah Hukum Perdata pertama kali diperkenalkan oleh 
Profesor Djoyodiguno sebagai terjemahan dari burgerlijkrecht. 
Di samping istilah itu, sinonim Hukum Perdata adalah 
civielrecht dan privatrecht. Di lihat dari ruang lingkupnya, 
istilah Hukum Perdata dalam arti luas, meliputi Hukum Privat 
Materiil, yaitu segala hukum pokok yang mengatur kepentingan-
kepentingan perseorangan. Istilah perdata juga lazim dipakai 
sebagai lawan dari pidana. Ada juga yang memakai istilah 
Hukum Sipil untuk Hukum Privat Materiil, tetapi karena istilah 
sipil juga lazim dipakai sebagai lawan dari militer.” 

 
Istilah Hukum Perdata, dalam arti yang sempit, sebagai lawan Hukum 

Dagang, seperti dalam Pasal 102 Undang-undang Dasar Sementara, yang 

menitahkan pembukuan (kodifikasi) hukum di negara Indonesia terhadap 

Hukum Perdata dan Hukum Dagang, Hukum Pidana Sipil maupun Hukum 

Pidana Militer, Hukum Acara Perdata dan Hukum Acara Pidana, serta 

Susunan dan Kekuasaan Pengadilan. 

Istilah Perdata telah diterima secara resmi untuk pertama kali dan 

dicantumkan dalam perundangundangan Indonesia, yaitu:25 

a. Konstitusi RIS yang dicantumkan dalam Pasal 15 ayat 2, 
Pasal 144 ayat (1), Pasal 156 ayat (1) dan Pasal 158 ayat (1); 
dan 

 

24 Ali Afandi, Sejarah dan Kedudukan B.W. di Indonesia, Grafindo, Jakarta, 1986, hlm. 12. 
25 Abdul Kadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia, Penerbit Citra Aditya Bhakti, 

Bandung, 2000, hlm. 13. 
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b. UUDS yang dicantumkan dalam Pasal 15 ayat (2), Pasal 101 
ayat (1) dan Pasal 106 ayat (3). 

 
Hukum Perdata dapat dibagi dalam dua macam, yaitu Hukum Perdata 

Materil dan Hukum Perdata Formil. Hukum Perdata Materil lazim disebut 

Hukum Perdata, sedangkan Hukum Perdata Formil disebut Hukum Acara 

Perdata, yaitu yang mengatur bagaimana cara seseorang mempertahankan 

haknya apabila dilanggar oleh orang lain. Jika dilihat dalam bahasa 

Inggrisnya, Hukum Perdata dikenal dengan istilah Civil Law. Kata Civil 

berasal dari bahasa Latin yakni, Civis yang berarti warga negara. Hal 

tersebut berarti, bahwa Civil Law atau Hukum Sipil merupakan hukum yang 

mengatur tentang masalah-masalah yang berkaitan dengan hak-hak warga 

negara dan atau perseorangan. Jika dilihat dari berbagai literatur yang ditulis 

para sarjana, juga dijumpai berbagai macam definisi Hukum Perdata, 

terkadang satu sama lainnya berbedabeda, namun tidak menunjukkan 

perbedaan yang prinsipil. 

Kebanyakan para sarjana menganggap Hukum Perdata sebagai hukum 

yang mengatur kepentingan perseorangan (pribadi) yang berbeda dengan 

Hukum Publik sebagai hukum yang mengatur kepentingan umum 

(masyarakat). Berikut pengertian Hukum Perdata oleh beberapa pakar 

hukum, yaitu :26 

a. Soebekti, Hukum Perdata adalah segala hukum pokok yang 
mengatur kepentingan-kepentingan perseorangan; 

b. Sri Soedewi, Hukum Perdata adalah hukum yang mengatur 
kepentingan antara warga negara perseorangan dengan satu 
warga negara perseorangan yang lain; 

 
26 Subekti , Pokok-Pokok Hukum Perdata, Penerbit Intermasa,, Yogyakarta, 1978, hlm. 65. 
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c. Wirjono Prodjodikoro, Hukum Perdata adalah suatu 
rangkaian hukum antara orang-orang atau badan satu sama 
lain tentang hak dan kewajiban; 

d. Sudikno Merto Kusumo, Hukum Perdata adalah hukum antar 
perorangan yang mengatur hak dan kewajiban perorangan 
yang satu terhadap yang lain di dalam hubungan keluarga 
dan didalam masyarakat. Pelaksanaannya diserahkan kepada 
masing-masing pihak; 

e. Safioedin, Hukum Perdata adalah hukum yang memuat 
peraturan dan ketentuan hukum yang meliputi hubungan 
hukum antara orang yang satu dengan yang lain didalam 
masyarakat dengan menitik beratkan kepada kepentingan 
perorangan; 

f. Vollmar, Hukum Perdata adalah aturan-aturan atau norma- 
norma yang memberikan perlindungan pada kepentingan 
perseorangan dalam perandingan yang tepat antara 
kepentingan yang satu dengan yang lain dari orang-orang 
didalam suatu masyarakat tertentu terutama yang mengenai 
hubungan keluarga dan hubungan lalu lintas; dan 

g. Van Dunne, Hukum Perdata adalah suatu peraturan yang 
mengatur tentang hal-hal yang sangat esensial bagi 
kebebasan individu, seperti orang dan keluarganya,hak milik 
dan perikatan. 

 
Oleh karena itu dapat kita simpulkan, bahwa Hukum Perdata adalah 

hukum yang mengatur hubungan hukum antara orang yang satu dengan 

orang yang lain dalam masyarakat yang menitik beratkan kepada 

kepentingan perseoranga. 

Unsur-unsurnya, yaitu :27 
 

a. Adanya kaidah hukum; 
b. Mengatur hubungan antara subjek hukum satu dengan yang 

lain; dan 
c. Bidang hukum yang diatur dalam hukum perdata meliputi 

hukum orang, hukum keluarga, hukum benda, hukum waris, 
hukum perikatan, serta hukum pembuktian dan kadaluarsa. 

Jadi, subtansi yang diatur dalam Hukum Perdata antara lain, yaitu: 
 
 
 
 

27 Djamali, Pengantar Hukum Indonesia, Jakarta, Rajawali, 1984, hlm. 24. 
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a. Hubungan keluarga. Dalam hubungan keluarga akan menimbulkan 

hukum tentang orang dan hukum keluarga; dan 

b. Pergaulan masyarakat. Dalam hubungan pergaulan masyarakat akan 

menimbulkan hukum harta kekayaan, hukum perikatan, dan hukum 

waris. 

2. Sumber-Sumber Hukum Perdata 
 

Ahmad Supriyadi, menyatakan bahwa :28 
 

“Sumber hukum adalah asal mula Hukum Perdata, atau tempat 
di mana Hukum Perdata ditemukan. Asal mula menunjuk 
kepada sejarah asal dan pembentuknya, sedangkan “tempat” 
menunjukkan kepada rumusan-rumusan tersebut dimuat, 
ditemukan dan dapat dibaca.” 

 
Sumber dalam arti “sejarah asalnya”, di mana Hukum Perdata adalah 

buatan Pemerintah Kolonial Belanda yang terhimpun dalam Burgelijk 

Wetbook (B.W). Berdasarkan aturan peralihan Undang-Undang Dasar 1945 

(UUD 1945), B.W itu dinyatakan tetap berlaku sepanjang belum diganti 

dengan undang-undang yang baru berdasarkan UUD 1945. Sumber dalam 

arti Pembentuknya adalah pembentuk undang-undang berdasarkan UUD 

1945. Oleh karena itu, atas dasar aturan peralihan, B.W dinyatakan tetap 

berlaku, hal ini berarti pembentuk UUD 1945 ikut menyatakan berlakunya 

B.W. yang disebut dengan Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH 

Perdata). 

Sumber hukum adalah segala apa saja yang menimbulkan 

aturanaturan yang bersifat memaksa, yaitu aturan-aturan yang apabila 

 
28 Ahmad Supriyadi, Hukum Perdata, Nora Media Enterprise, Kudus, 2010, hlm. 25. 
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dilanggar mengakibatkan sanksi tegas dan nyata. Pada dasarnya sumber 

hukum dapat dibedakan menjadi 2 (dua) macam, yaitu :29 

a. Sumber Hukum Materiil adalah tempat dari mana materi hukum 
itu diambil. Sumber dalam arti materiil adalah sumber dalam arti 
“tempat“ adalah Staatsblad (Stbl) atau Lembaran Negara di mana 
dirumusan ketentuan undang-undang Hukum Perdata dapat 
dibaca oleh umum. Contoh, Stbl. 1847-23 memuat B.W, L.N. 
1974-1 memuat Undang-Undang Perkawinan. Keputusan 
Hakim (yurisprudensi) juga termasuk sumber dalam arti tempat 
di mana Hukum Perdata yang dibentuk hakim dapat dibaca, 
sehingga sumber dalam arti tempat disebut sumber dalam arti 
materiil; 

b. Sumber Hukum Formal merupakan tempat memperoleh 
kekuatan hukum. Ini berkaitan dengan bentuk atau cara yang 
menyebabkan peraturan hukum formal itu berlaku. 

 
Volmar membagi sumber Hukum Perdata menjadi 4 (empat) macam, 

yaitu: KUH Perdata, Traktat, Yurisprudensi dan Kebiasaan. Traktat adalah 

suatu perjanjian yang dibuat antara dua Negara atau lebih dalam bidang 

keperdataan. Terutama erat kaitannya dengan perjanjian internasional. 

Sutan Remy Sjahdeini, menyatakan bahwa :30 
 

“Dari keempat sumber tersebut dibagi lagi menjadi 2 (dua) 
macam, yaitu sumber Hukum Perdata tertulis dan sumber 
Hukum Perdata tidak tertulis. Sumber Hukum Perdata tertulis, 
yaitu tempat ditemukannya kaidah-kaidah Hukum Perdata yang 
berasal dari sumber tertulis. Umumnya kaidah Hukum Perdata 
tertulis terdapat di dalam peraturan perundangundangan, traktat 
dan yurisprudensi. Sumber Hukum Perdata tidak tertulis adalah 
tempat ditemukannya kaidah Hukum Perdata yang berasal dari 
sumber tidak tertulis, seperti dalam hukum kebiasaan.” 

 
Secara khusus, sumber Hukum Perdata Indonesia terulis, yaitu : 

 
 
 
 

29 Yahya, M. Harahap, Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 35. 
30 Sutan Remy Sjahdeini, Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi 

Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia, Institut Bankir Indonesia, Jakarta, 1993, 
hlm. 35. 
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a. Algemene Bepalingen van Wetgeving (AB), merupakan ketentuan- 

ketentuan umum Pemerintah Hindia Belanda yang diberlakukan di 

Indonesia (Stbl. 1847 No. 23, tanggal 30 April 1847, terdiri atas 36 

pasal); 

b. KUH Perdata atau Burgelijk Wetboek (BW), merupakan ketentuan 

hukum produk Hindia Belanda yang diundangkan tahun 1848, 

diberlakukan di Indonesia berdasarkan asas konkordansi; 

c. KUHD atau Wetboek van Koopandhel (WvK), yang terdiri atas 754 

pasal, meliputi Buku I (tentang dagang secara umum) dan Buku II 

(tentang hak-hak dan kewajiban yang timbul dalam pelayaran; 

d. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria, 

undang-undnag ini mencabut berlakunya Buku II KUH Perdata 

sepanjang mengenai hak atas tanah, kecuali hipotek; 

e. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan 

Pokok Perkawinan, dan ketentuanketentuan yang tercantum dalam 

Buku I KUH Perdata, khususnya mengenai perkawinan tidak berlaku 

secara penuh; dan 

f. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas 

Tanah beserta Benda-benda yang Berkaitan dengan Tanah. 

Undangundang ini mencabut berlakunya hipotek sebagaimana diatur 

dalam Buku II KUH Perdata, sepanjang mengenai tanah dan ketentuan 

mengenai Credieverband dalam Stbl. 1908-542 sebagaimana telah 

diubah dalam Stbl. 1937-190. Tujuan pencabutan ketentuan yang 
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tercantum dalam Buku II KUH Perdata dan Stbl. 1937-190 adalah 

karena tidak sesuai lagi dengan kegiatan kebutuhan perkreditan, 

sehubungan dengan perkembangan tata perekonomian Indonesia; 

g. Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Ada 

3 (tiga) pertimbangan lahirnya, yaitu: 

1) Adanya kebutuhan yang sangat besar dan terus meningkat bagi 

dunia usaha atas tersedianya dana, perlu diimbangi dengan adanya 

ketentuan hukum yang jelas dan lengkap yang mengatur mengenai 

lembaga jaminan; 

2) Jaminan fidusia sebagai salah satu bentuk lembaga jaminan sampai 

saat ini masih didasarkan pada yurisprudensi dan belum diatur dalam 

peraturan perundangundangan secara lengkap dan komprehensif; 

3) Untuk memenuhi kebutuhan hukum yang lebih dapat memacu serta 

mampu memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang 

berkepentingan, maka perlu dibuat ketentuan yang lengkap 

mengenai jaminan fidusia; dan 

4) Jaminan tersebut perlu didaftarkan pada kantor pendaftaran fiduasia. 

h. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Jaminan 

Simpanan (LPS) untuk mengatur hubungan hukum publik dan mengatur 

hubungan Hukum Perdata; 
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i. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum 

Islam (KHI), yang mengatur 3 (tiga) hal, yaitu Hukum Perkawinan, 

Hukum Kewarisan dan Hukum Perwakafan. Ketentuan dalam KHI 

hanya berlaku bagi orang-orang yang beragama Islam. 

Oleh karena itu dapat disimpulkan, bahwa di dalam Hukum Perdata 

terdapat juga 2 (dua) kaidah, yaitu: 

a. Kaidah tertulis. Kaidah hukum perdata tertulis adalah kaidahkaidah 

hukum perdata yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan, 

traktat, dan yurisprudensi; dan 

b. Kaidah tidak tertulis. Kaidah Hukum Perdata tidak tertulis adalah 

kaidah-kaidah Hukum Perdata yang timbul, tumbuh, dan berkembang 

dalam praktek kehidupan masyarakat (kebiasaan). 

3. Objek dan Subjek Hukum Perdata 
 

Titik Triwulan Tutik, menyatakan bahwa :31 
 

“Objek hukum adalah segala sesuatu yang berada di dalam 
pengaturan hukum dan dapat dimanfaatkan oleh subyek hukum 
berdasarkan hak/kewajiban yang dimilikinya atas obyek hukum 
yang bersangkutan. Jadi, obyek hukum itu haruslah sesuatu yang 
pemanfaatannya diatur berdasarkan hukum. Benda dalam 
hukum perdata diatur dalam Buku II KUH Perdata, tidak sama 
dengan bidang disiplin ilmu fisika, di mana dikatakan bahwa 
bulan itu adalah benda (angkasa), sedangkan dalam pengertian 
Hukum Perdata bulan itu bukan (belum) dapat dikatakan sebagai 
benda, karena tidak/belum ada yang (dapat) memilikinya.” 

 
Pengaturan tentang hukum benda dalam Buku II KUH Perdata 

mempergunakan sistem tertutup, artinya orang tidak diperbolehkan 

 

31 Titik Triwulan Tutik, Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional, Intermasa, Jakarta, 
2008, hlm. 36. 
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mengadakan hak-hak kebendaan selain dari yang telah diatur dalam undang-

undang ini. Selain itu, hukum benda bersifat memaksa (dwingend recht), 

artinya harus dipatuhi, tidak boleh disimpangi, termasuk membuat peraturan 

baru yang menyimpang dari yang telah ditetapkan. 

Wawan Muhwan Hariri, menyatakan bahwa :32 
 

“Subyek hukum (rechts subject) menurut Algra adalah setiap orang 

mempunyai hak dan kewajiban, yang menimbulkan wewenang hukum 

(rechtsbevoegheid), sedangkan pengertian wewenang hukum itu sendiri 

adalah kewenangan untuk menjadi subyek dari hak-hak. Subyek hukum 

adalah segala sesuatu yang pada dasarnya memiliki hak dan kewajiban 

dalam lalu lintas hukum.” 

Subjek hukum dibedakan menjadi 2 macam, yaitu: 
 

a. Manusia (Naturlijke Person), yaitu manusia sama dengan orang karena 

manusia mempunyai hak-hak subjektif dan kewenangan hukum. 

Pengertian secara yuridisnya, ada dua alasan yang menyebutkan alasan 

manusia sebagai subyek hukum, yaitu: 

1) Manusia mempunyai hak-hak subyektif; 
 

2) Kewenangan hukum, dalam hal ini kewenangan hukum berarti, 

kecakapan untuk menjadi subyek hukum, yaitu sebagai pendukung 

hak dan kewajiban. 

b. Badan hukum (Vicht Person), yaitu badan hukum adalah kumpulan 

orang-orang yang mempunyai tujuan tertentu, harta kekayaan, serta 

 

32 Wawan Muhwan Hariri, Hukum Perikatan dilengkapi Hukum Perikatan dalam Islam, CV 
Pustaka, Jakarta, 2011, hlm. 35. 
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hak dan kewajiban. Badan hukum merupakan badan-badan atau 

perkumpulan. Badan hukum yakni orang yang diciptakan oleh hukum. 

Oleh karena itu, badan hukum sebagai subjek hukum dapat bertindak 

hukum (melakukan perbuatan hukum) seperti manusia. Dengan 

demikian, badan hukum dapat melakukan persetujuanpersetujuan, 

memiliki kekayaan yang sama sekali terlepas dari kekayaan anggota- 

anggotanya. Oleh karena itu, badan hukum dapat bertindak dengan 

perantaraan pengurus-pengurusnya. 

B. Perihal Tanggung Jawab 
 

Andi Hamzah, menyatakan bahwa :33 
 

“Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tanggung jawab 
adalah kewajiban menanggung segala sesuatunya bila terjadi apa- 
apa boleh dituntut, dipersalahkan, dan diperkarakan. Dalam kamus 
hukum, tanggung jawab adalah suatu keseharusan bagi seseorang 
untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya.” 

 
Menurut hukum tanggung jawab adalah suatu akibat atas konsekuensi 

kebebasan seorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etika atau 

moral dalam melakukan suatu perbuatan. 

Soekidjo Notoatmojo, menyatakan bahwa :34 
 

“Pertanggungjawaban harus mempunyai dasar, yaitu hal yang 

menyebabkan timbulnya hak hukum bagi seorang untuk menuntut 

orang lain sekaligus berupa hal yang melahirkan kewajiban hukum 

orang lain untuk member pertanggungjawabannya.” 

 
 
 

33 Andi Hamzah, Kamus Hukum, Ghalia Indonesia, Bandung, 2005, hlm. 56. 
34 Soekidjo Notoatmojo, Etika dan Hukum Kesehatan, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm. 35. 
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Menurut hukum perdata dasar pertanggungjawaban dibagi menjadi dua 

macam, yaitu kesalahan dan risiko. Dengan demikian dikenal dengan 

pertanggungjawaban atas dasar kesalahan (lilability without based on fault) 

dan pertanggungjawaban tanpa kesalahan yang dikenal (lilability without fault) 

yang dikenal dengan tanggung jawab risiko atau tanggung jawab mutlak (strick 

liability). Prinsip dasar pertanggung jawaban atas dasar kesalahan mengandung 

arti bahwa seseorang harus bertanggung jawab karena ia melakukan kesalahan 

karena merugikan orang lain. Sebaliknya prinsip tanggung jawab risiko adalah 

bahwa konsumen penggugat tidak diwajibkan lagi melainkan produsen tergugat 

langsung bertanggung jawab sebagai risiko usaha nya. 

Menurut Abdulkadir Muhammad teori tanggung jawab dalam perbuatan 

melanggar hukum (tort liability) dibagi menjadi beberapa teori, yaitu :35 

1. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang 
dilakukan dengan sengaja (intertional tort liability), tergugat 
harus sudah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga 
merugikan penggugat atau mengetahui bahwa apa yang 
dilakukan tergugat akan mengakibatkan kerugian; 

2. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang 
dilakukan karena kelalaian (negligence tort lilability), 
didasarkan pada konsep kesalahan (concept of fault) yang 
berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur 
(interminglend); 

3. Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum 
tanpa mempersoalkan kesalahan (stirck liability), didasarkan 
pada perbuatannya baik secara sengaja maupun tidak sengaja, 
artinya meskipun bukan kesalahannya tetap bertanggung jawab 
atas kerugian yang timbul akibat perbuatannya. 

 
 
 
 

35 Abdulkadir Muhammad, Hukum Perusahaan Indonesia, Citra Aditya Bakti, 2010, hlm. 
503. 
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C. Perihal Mengenai Koperasi 
 

1. Pengertian Koperasi 
 

Hendrojogi, menyatakan bahwa :36 
 

“Koperasi mengandung makna kerja sama. Koperasi 

(cooperative) bersumber dari kata co-operation yang artinya 

kerja sama.” 

Koperasi berkenaan dengan manusia sebagai individu dan dengan 

kehidupannya dalam masyarakat. Manusia tidak dapat melakukan kerja 

sama sebagai satu unit, dia memerlukan orang lain dalam suatu kerangka 

kerja sosial. 

A.G. Kartasapoetra, menyatakan bahwa :37 
 

“Koperasi adalah suatu badan usaha bersama yang bergerak 
dalam bidang perekonomian, beranggotakan mereka yang 
umumnya berekonomi lemah yang bergabung secara sukarela 
dan atas dasar persamaan hak, berkewajiban melakukan suatu 
usaha yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan 
para anggotanya.” 

 
Definisi koperasi menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan 

hukum koperasi, dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip 

koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas 

asas kekeluargaan. Koperasi sebagai suatu perkumpulan yang 

beranggotakan orang-orang atau badan hukum, yang memberikan 

kebebasan kepada anggota untuk masuk dan keluar dengan bekerja sama 

 
 

36 Hendrojogi, Koperasi :Asas-asas, Teori dan Praktik, Rajawali Pres, Jakarta, hlm. 17. 
37 A.G. Kartasapoetra, Koperasi Indonesi, PT. Rineka Citra, Jakarta, hlm. 3. 
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secara kekeluargaan menjalankan usaha untuk mempertinggu 

kesejahteraan jasmaniah para anggotanya. Sehingga koperasi 

memungkinkan beberapa orang atau badan dengan jalan bekerja sama atas 

dasar sukarela menyelenggarakan suatu pekerjaan untuk memperbaiki 

kehidupan anggota-anggotanya. 

Menurut Peraturan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil dan 

Menengah Republik Indonesia Nomor 04/PER/M.KUKM/VII/2012, 

koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan 

masyarakat pada umumnya. Untuk itu koperasi mempunyai fungsi dan 

peran untuk membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan 

usaha anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk 

meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan usahanya. 

Beberapa pendapat diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa koperasi 

merupakan kumpulan individu yang saling membutuhkan modal bertujuan 

untuk mensejahterakan anggota dan melaksanakan usaha berdasarkan pada 

prinsip-prinsip koperasi berdasarkan atas asas kekeluargaan. Dalam 

koperasi terdapat unsur kesukarelaan dan dengan bekerja sama serta 

menanamkan rasa kepercayaan manusia akan lebih mudah mencapai apa 

yang diinginkan karena pendirian dari suatu koperasi mempunyai 

pertimbangan-pertimbangan ekonomis. 
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Organisasi koperasi merupakan suatu sistem sosio ekonomi. Maka 

agar dapat dipenuhi sebagai koperasi harus dipenuhi 4 kriteria berikut 

definisi :38 

a. Kelompok koperasi adalah kelompok individu yang 
sekurangkurangnya mempunyai kepentingan yang sama 
(tujuan yang sama); 

b. Swadaya kelompok koperasi adalah kelompok individu yang 
mewujudkan tujuannya melalui suatu kegiatan yang 
dilakukan secara bersama-sama; 

c. Perusahaan koperasi, dalam melakukan kegiatan bersama, 
dibentuk suatu wadah yaitu perusahaan koperasi yang 
dimiliki dan dikelola secara bersama untuk mencapai tujuan 
yang sama; dan 

d. Promosi anggota, perusahaan koperasi yang terdapat dalam 
organisasi tersebut, mempunyai tugas sebagai penunjang 
untuk meningkatkan kegiatan ekonomi. 

 
Dari beberapa rumusan pengertian koperasi di atas dapat disimpulkan 

bahwa tiap-tiap koperasi mempunyai ciri-ciri sebagai berikut: 

a. Adanya sekelompok orang yang berkepentingan ekonomis yang sama; 
 

b. Memiliki dan membangun satu usaha bersama; 
 

c. Memiliki motivasi kuat untuk dapat berdikari sebagai kekuatan utama 

dari kelompok; dan 

d. Kepentingan bersama yang merupakan cerminan dari kepentingan 

individu atau anggota adalah tujuan utama usaha bersama mereka. 

Jadi, dari beberapa pengertian diatas penulis dapat simpulkan bahwa 

koperasi merupakan badan usaha bergerak dalam bidang perekonomian 

untuk memperbaiki nasib penghidupan yang beranggotakan orang seorang 

atau badan hukum  koperasi  dengan pemisahan kekayaan para  anggota 

 
38 Arifinal Chaniago, Perkoperasian Indonesia, Angkasa, Bandung, 2011, hlm. 17. 
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koperasi sebagai modal untuk menjalankan usaha yang berasaskan 

kekeluargaan. 

2. Asas Koperasi 
 

Thobi Mutis, menyatakan bahwa :39 
 

“Koperasi Indonesia berasaskan kekeluargaan dan 
kegotongroyongan. Sesuai dengan kepribadian bangsa 
Indonesia tata kehidupan berasaskan kekeluargaan dan bekerja 
sama saling bantu membantu. Bergotong royong dengan 
koperasi untuk meningkatkan kesejahteraan bersama koperasi 
Indonesia hendaknya menyadari bahwa dalam dirinya terdapat 
kepribadian sebagai pencerminan kehidupan yang dipengaruhi 
keadaan dan tempat lingkungan berasaskan kekeluargaan dan 
gotong royong dengan semboyan Bhineka Tunggal Ika.” 

 
Bagi koperasi asas gotong royong berarti terdapatnya keinsyafan dan 

kesadaran semangat dan tanggung jawab terhadap akibat dari kerja tanpa 

memikirkan untuk diri sendiri, akan tetapi selalu untu kesejahteraan 

bersama. Masalah solidaritas merupakan unsur penting, karena koperasi 

tidak dapat berkembang secara sendiri. Satu sama lain harus saling 

membantu dan mengenal terhadap kemajuan yang diperoleh. 

Asas Koperasi meliputi : 
 

a. Kekeluargaan, mencerminkan adanya kesadaran dari budi, hati nurani 

manusia bekerja sama dalam koperasi oleh semua untuk semua; 

b. Kegotong-royongan, bahwa pada koperasi terdapat keinsyafan dan 

semangat bekerja sama rata bertanggung jawab bersama tanpa 

memikirkan diri sendiri melainkan selalu untuk kesejahteraan bersama. 

 
 
 
 

39 Thobi Mutis, Pengembangan Koperasi, PT. Grasindo, Jakarta, 2014, hlm. 25. 
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Asas gotong royong dan kekeluargaan dalam koperasi hendaklah 

merupakan pikiran dinamis yang dapat menggambarkan suatu kerja 

bersama dalam pelakasanaan kewajiban dan hak bantu membantu 

berdasarkan keadilan dan cinta kasih. Jelaslah asas kekeluargaan dan 

kegotong royongan yang dinamis bantu membantu berdasarkan keadilan 

dan swasembada. 

3. Tujuan Dan Fungsi Koperasi 
 

Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang 

Perkoperasaian pasal 3 disebutkan bahwa, koperasi bertujuan memajukan 

kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, 

serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional, dalam rangka 

mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan 

Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Koperasi Indonesia di dalam 

Pancasila tidak bertujuan untuk mengadakan persaingan, akan tetapi harus 

mengadakan kerja sama dengan siapa pun dengan pihak mana pun juga. 

Panji Anoraga, menyatakan bahwa :40 
 

“Tujuan tersebut dikatakan bahwa, koperasi memajukan 
kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada 
umumnya. Pernyataan ini mengandung arti bahwa, 
meningkatkan kesejahteraan anggota adalah menjadi program 
utama koperasi melalui pelayanan usaha. Jadi, pelayanan 
anggota merupakan prioritas utama dibandingkan dengan 
masyarakat umum.” 

 
 
 
 
 
 

40 Panji Anoraga, Koperasi Kewirausahaan dan Usaha Kecil, Reineka Cipta, Jakarta, 2014, 
hlm. 40. 
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Koperasi Indonesia merupakan perkumpulan orang-orang yang miskin 

dan lemah ekonominya yang bertujuan untuk memperbaiki nasib dan 

meningkatkan taraf hidup serta kesejahteraan anggotaanggotanya. 

Suhardi, menyatakan bahwa : 
 

“Tujuan koperasi Indonesia yang lebih jauh dan lebih luhur 

adalah mencapai serta mewujudkan masyarakat Indonesia yang 

adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 

Dasar 1945.” 

Beberapa pendapat tentang tujuan koperasi diatas, maka dapat 

disimpulkan bahwa tujuan koperasi adalah untuk mensejahterakan 

anggotanya dan mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur serta tidak 

mencari keuntungan, tetapi memberikan layanan yang terbaik bagi para 

anggotanya. Koperasi Indonesia juga bertujuan untuk memperkokoh 

perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian 

nasional dengan koperasi sebagai soko gurunya. 

Menurut Peraturan Menteri Negara Koperasi Dan Usaha Kecil dan 

Menengah Republik Indonesia Nomor 04/PER/M.KUKM/VII/2012, 

koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan 

masyarakat pada umumnya. Untuk itu koperasi mempunyai fungsi dan 

peran untuk membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan 

usaha anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk 

meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan usahanya. 
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Berdasarkan pernyataan beberapa sumber mengenai tujuan koperasi, 

penulis menyimpulkan bahwa kesejahteraan anggota dan masyarakat sekitar 

merupakan tujuan utama dari koperasi. Sehingga, kemampuan 

perekonomian anggota dan masyarakat sekitar dapat dikembangkan. 

Fungsi Koperasi untuk Indonesia tertuang dalam Pasal 4 Undang- 

Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian yaitu : 

a. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi 

anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk 

meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya; 

b. Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas 

kehidupan manusia dan masyarakat; 

c. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan 

ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai soko 

gurunya; 

d. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian 

nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas 

kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. 


